SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATJRAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK -NDONESIA

NOMOR 94 TAHUN 2019
TENTANG

TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDT,
SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGRSIONAL OPERATOR

Menimbang

Mengingat

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONZSIA,

bakwa untuk pengembangan kinerja. pengelclaan karier
dar pengembangan profesiona’isme Operator Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan, perlu mengatur
Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka
Kredit, Serta Pengembangan Kompetensi Jabatan
Fungsional Operator Sistem Informasi Admin:strasi
Kependudukan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Psraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Tata Ker a Tim Penilai dan
Tata Cara Penilaian Angka Kredit, serta Pengembangan
Kompetensi Jabatan Fungsional Operator Sistem

Informasi Administrasi Kependacukan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20C6 tentang
Administrator Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2C06 nomor 124, Tambanan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 4674)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perukahan atas Uncang-
Uncang Nomor 23 Tahun 2C06 tentang Administrator
Kependudukan (Lembaran Negara Repuktlik Indcnesia
Tanun 2013 Nomor 232, Tambahar Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5475);

Uncang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara; (Lembaran Negaera Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lemparan
Negara Republik Indonesia Nomor 4915);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Psmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairmana
telah beberapa kali diubah, zerakhir dengan Undang-
U=zdang Nomor 9 Tahun 2015 tertang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repuablik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5579);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negare Repubiik Indonesia Tahun
2C-4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tanun 2017 tertang
Jebatan  Fungsional Operater Sistem  Informasi
Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 283%);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018
tertang Sistem Pengembangan Surtber Daya Manusia
Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik
Inconesia Tahun 2018 Nomor 463);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA
KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA
KREDIT, SERTA PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN
FUNGS.ONAL OPERATOR SISTEM INFOKMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adaiah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan
data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
peacatatan sipil, pengelolaan :rformasi Adminisurasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya -untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adelah warga negara Indonesia yang memenuhi svarat
tertentu, ciangkat sebagai pegawai aparatur sipil regara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian antuk
menduduki jabatan pemerintahar:.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampi-an tertentu.

4. F=jabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan oroses pengangkzatan,
remindahan, dan pemberhertian FNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Jabatan Fungsional Operatcr Sistem  Informasi
Administrasi Kependudukan adalah jabatan vang
mempunyai ruang lingkup, tugas. tanggung -zwab,
wewenang, dan hak untuk menrgelola sistem informasi

Administrasi Kependudukan.



10.

11.

12.

13.

14.

Pejebat  Fungsional  Cperator  Sistem  Informasi
Administrasi Kependudukan varg sclanjutnya disebut
Operator SIAK adalah PNS yang diberikan tugas dan
tanggung jawab, wewenang dan hax unztuk mengelola
sistem informasi Administrasi Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependuadukan rang
selenjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi rang
memanfaatkan teknologi informasi dan komurikasi
untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi
Kependudukan di tingka: penyelenggara dan instansi
pziaksana sebagai satu kesatuan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urisan
pzmerintahan dalam negeri.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provins: vang
selanjutnya disebut Disdukcapil Prcvinsi acalah
perangkat daerah provinsi yang memb:dangi urisan
Administrasi Kependudukan.

Cinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota yang selanjutnya cisebut Disdukcapil
Kabupaten/Kota adalah nerangkat ceerah
kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwerang
meiaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi
Kependudukan.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
secrang PNS.

Angka Kredit adalah satuan nilai car: tiap butir kegiatan
dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang ~arus
dicapai oleh Operator SIAK dalam rangka pembinaan
karier yvang bersangkutan.

Penetapan Angka Kredit yang se.anj_tnya disingkat PAK
acalah penilaian akumulasi nilaz Angka Kredit minimal
yang harus dicapai oleh Operator SIAK sebagai salah satu
syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya

disingkat DUPAK adalah formulir yang berisi keterangan



15.

perorangan dan butir kegiatan yang dinilai dan naarus
d:isi oleh Operator SIAK.

T-m Penilai Kinerja Jabatan Furgsicnal Operator ZIAK
yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim varg
d:berrtuk dan ditetapkan olel: Pejabat Yang Berwenarg

dar bertugas untuk menilai kinerja Operatcr SIAK.

BAB 1I
TATA XKERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAXN

Bagian Keszatu

Umum

Pasal 2

Untuk melaksanakan penilaian prestasi kerja Jabatan

Fungsional Operator SIAK dibentuk Tim Penilai.

Pasal 3
Tim Penilai berkedudukan di:
a. Tim Penilai pusat;
b.  Tim Penilai instansi; dan
c. Tim Penilai kabupaten/kota.
Tim Penilai pusat sebagaimana dimzksud pada avat (1)
huruf a, melakukan penilaian terhadap Operator SIAK
penyelia di Kementerian Dalam Negeri, pemer:nzah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten, zcta.
Tim Penilai instansi sebagaimana dirzaksud pada avat [1)
huruf b, melakukan penilaian terhadap Operator SIAK
terampil dan Operator SIAK mah:r di Kementerian Calam
Negeri dan pemerintah daerak provinsi.
~im Penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksu< pada
avat (1) huruf ¢, melakukan penilaian ternadap Operator
SIAK terampil dan Operator SIAK mahir di pemerintah

daerah kabupaten/kota.



Pasal 4

Tim Penilai pusat terdiri dari:

a. Direktur Bina Aparatur Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil selaku ketua merangkap anggotz;

b. pejabat yang membidang: kepegawaian pada
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil selaku sekretaris merangkar anggota; can

c. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota, dengan paling
sedikit 2 (dua) orang anggota dari Operator SIAK,

d  selain Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sampai dengan huruf c. dapat melibatkan
tenaga ahli/pakar/profesional selaku anggota.

Keanggotaan Tim Penilai Pusat berjumlah gasal paling

sed:kit 9 (sembilan) orang.

T Penilai pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditetapkan dengan Keputusen Menteri vang

ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan
dar: Pencatatan Sipil atas nama Menteri.

T:m Penilai pusat sebagaimana dimaxsud pada aya: (3),

ber-ugas:

a. membantu Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam melakukan periiaian
Jabatan  Fungsional Operator SIAK  untuk
menetapkan Angka Kredit; dan

b. melaksanakan tugas lainnya terkait dengan Jebatan
Fungsional Operator SIAK untuk menetapkan Angka
Kredit.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana cimaksud pada

ayet (4), Tim Penilai pusat bertugas:

a. meneliti persyaratan dan bukti yang dipersyaratkan
setiap usul Angka Krz=dit yang diajukan oleh
Direktorat Jenderal Kependuduxan dan Pencaratan
Sipil;

k. memeriksa kebenaran dosxumen DUPAK;

c. menilai Angka Kredit pada butir kegiatan pada
setiap usul PAK pejabat fungsional Operator SIAK,

¢. menyusun konsep PAK;



melakukan evaluasi bobot kerja Jabatan Fungsional

Operator SIAK yang menjadi wewenang dalam

penilaiannya;

menvampaikan hasil penilaian Angka Kredit kepada

Direktur Bina Aparatur Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil; dan

memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenceral

Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap

Operator SIAK yang belum mercapai Angka Xredit

yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat

dan/atau jenjang jabatan dalam waktu 4 (empat)

tahun/lebih untuk:

1. memberikan teguran ter-ulis; dan/atau

2. melakukan pembebasan sementara, dan/atau
pemberhentian  dari Jabatan  Fungsional

Operator SIAK.

Pasal 5

Tim Penilai instansi terdiri dari:

a.

kepala Disdukcapil Provinsi atau vang disebut
dengan nama lain selaku ketaa;

kepzla badan yang membidangi pengelolaan pegawai
di provinsi selaku sekretaris merangkap anggotza;
paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota, dengan paling
sedikit 2 (dua) orang anggcta dari Operator SIAK;
dan

selain Tim Penilai sebagaimara dimaksud calam
huruf a sampai dengan hu-uf ¢, dapat melibatkan

tenaga ahli/pakar/profesional seiaku anggota.

Keanggotaan Tim Penilai instans: berjumlah gasal paling

sedikit 9 (sembilan) orang.

Tim Penilai instansi sebagaimars dimaksud pada ayat

(2). ditetapkan dengan keputusar. guzernur.

Tira Penilai instansi sebagaimanz dimaksud pada ayat

(3). bertugas:

a.

membantu  gubernur melalui sekretaris daerah

provinsi dalam melakukan penilaian Jacatan



Fungsional Operator SIAK untuk menetapkan Angka
Kredit; dan

melaksanakan tugas lainnya terkait dengan Jabzatan
Fungsional Operator SIAK urtuk menetapkan Angka
Kredit.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimeaksud di

ayar (4), Tim Penilai instansi berfungsi:

a.

meneliti persyaratan dan bukti vang dipersyaraikan

setiap usul Angka Kredit yang diajukan oleh

Disdukcapil Provinsi;

memeriksa kebenaran dokumen DUPAK;,

menilai Angka Kredit pade butir kegiatan zada

setiap usul PAK pejabat fungsional Operator SIAX;

menyusun konsep PAK;

melakukan evaluasi bobot kerja Jabatan Fungsional

Operator SIAK yang menjadi wewenang dalam

penilaiannya;

menyampaikan hasil penilaiar. Angka Kredit kepada

gubernur melalui sekretaris caerah; dan

memberikan rekomendasi kepada Direktur Jenceral

Kependudukan dan Pencatatan Sipil ternzdap

Operator SIAK yang belum mencapai Angka Kredit

yang dipersyaratkan untuk kenaikan pargkat

dan/atau jenjang jabatan calam waktu 4 (ercpat)

tahun/lebih untuk:

1. memberikan teguran tertulis; dan/atau

2. melakukan pembebasan sementara, dar;atau
pemberhentian dari Japatan  Fungsional
Operator dari Jabatar Fungsional Operator
SIAK.

Pzasal 6

(1) Tim Penilai kabupaten/kota terdiri dari:

a.

kepala Disdukcapil Kabupeaten,;Koza selaku ketua

merangkap anggota;



b. kepa.a badan yang membidangi pengelolaan pegawai
di kabupaten/kota selaku sekretaris merangkap
anggota,

c. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota, dengan paling
sedikit 2 (dua) orang anggote dari Operator SIAK;
dan

d selain Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sampai dengan huruf c. dapat melibatkan
tenaga ahli/pakar/profesicnal selaku anggota.

Keanggotaan Tim Penilai kabupaten/kota berjumlah

gesal paling sedikit 9 (sembilan: orang

Timc Penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud gada

ayat (2), selanjutnya ditetapken dengan keputisan

bupati/wali kota.

Tim: Penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), bertugas:

a. membantu bupati/wali kcta melalui sekretaris
daerah kabupaten/kcta calam: melakukan per:laian
Jabatan  Fungsional Operator SIAK  untuk
menetapkan Angké Kredit; dar

b. melaksanakan tugas lainnya terkait Jabatan
Fungsional Operator SIAK untuk menetapkan Angka
Kredit.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada

ayzt (4), Tim Penilai kabupaten/kota zerfungsi:

a. meneliti persyaratan dan buk:i yang dipersyaratkan
setiap usul Angka Kradit ysng diajukan oleh
Disdukcapil Kabupaten/Kota;

E. memeriksa kebenaran dokumen DUPAK;

c. menilai Angka Kredit pada butir kegiatan pada
setiap usul PAK Pejatat Fungsio=al Operator SIAK;

d. menyusun konsep PAK;

e. melakukan evaluasi bobct kerja Jabatan Fungsional
operator SIAK yang menjadi wewenang calam
penilainnya,;

f.  menyampaikan hasil penilaian Angka Kredit kepada

bupati/wali kota melalui sek-etaris daerah; dan
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g. memberikan rekomendasi kepaca bupati/wali zota
terhadap Operator SIAK yang belum mercapai
Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
pangkat dan/atau jenjang jabatan dalam wak-u 4
(empat) tahun/lebih untuk:

1. memberikan teguran terrulis: dan/atau

2. melakukan pembebasar sementara, dan/atau
pemberhentian  dazi Jabatan  Fungsional
Operator dari Jabatan Fungsional Operator
SIAK.

Pasal 7
Masa ;zbatan Tim Penilai pusat, instansi, can kabupater:/kota
meleka: dengan masa jabatan struaktural atau Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 aya: (1),

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8
Tata kerja Tim Penilai pusat, instansi, dan kabupaten, <ota
berpedoman pada peraturan badan yang membicangi
kepegawaian negara mengenai petunjuk pelaksaraan

pembiraan Jabatan Fungsional Operazor SIAK.

Pasal 9
(1) Da.am hal anggota Tim Penilai pusat, instansi, dan
kabupaten/kota ikut dinilai sebagai Jabatan Fungsional
Operator SIAK, ketua dapat mengaukan usul kepada:
a. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil untuk Tim Penilai pusar;
E. gubernur untuk Tim Penilai :nstansi; dan
c. bupati/wali kota untuk Tim Peniiai kabupaten/xota,
tntuk memberhentikan sementara anggota Tim P=znilai
tetap dan mengangkat pengganti Tim Penila: sementara.
(2) Masa kerja pengganti Tim Penilai serentara sebagaimana
cimaksud pada ayat (1), berakhir pada saat pen:laian

ternadap anggota sudah ditetapkarn.
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Pasal 10

Tira Penilai pusat, instansi, dan kabuapaten/kota dalam

melaksanakan tugasnya dibantu oleh seckretariat tim

yang ditetapkan oleh ketua Tim Penila:.

Sekretariat tim bertugas:

a.

b

memeriksa kelengkapan bahan usulan PAK;
menyusun rekapitulasi Angka Kredit sementara vang
diusulkan oleh pejabat pengusul dan menyampaikan
laporan kepada Tim Penilas;

menyiapkan administrasi cen menyelenggarakan
sidang penilaian Angka Kredit cada setiap perode
penilaian;

mendistribusikan berkas penilazan kepada anggota
Tim Penilai;

mencatat hasil pembahasan sidang;

menghimpun DUPAK hasil penilaian yang zelah
disetujui  oleh  anggota  Tim  Penilai dan
ditandatangar:i oleh ketua Tim Penilai;

menuangkan DUPAK hasil penilaian ke dalam
format PAK;

menyiapkan usulan penyampaian lembaran PAK
kepada Pejabat Yang Berwenang menestapkan Angka
Kredit melalui pejabat bidang kepegawaian;
membuat berita acara sicang penilaian yang
ditandatangani oleh seluruh peserta sidang Tim
Penilai;

menerima berkas PAK Jabatan “ungsional Operator
SIAK yang telah ditetapkan oleh pejabat penilai;
menyampaikan berkas PAX Jabatan Fungsional
Operator SIAK kepada yar.g berkepentingan; dar
melaksanakan tugas lain yang diberixan oleh kstua

Tim Penilai yang berkaitar dengan PAK.

Pasal 11

Tata cara penilaian Angka Krecit zerdiri dari:

a,

ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada

anggota Tim Penilai;
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b. setiap DUPAK dinilai oleh 2 (dua; orang anggota Tim
Penilai;

c. setelah masing—masihg anggota Tim  Fenilai
melakukan penilaian dan ticak terdapat perbecaan
hasil penilaian dengan DUPAK, hasil penilaian
disampaikan kepada ketua Tim Penilai mealui
sekretariat Tim Penila:;

d. apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Angka
Kredi: oleh anggota Tim Penila! dengan DUPAK. zasil
penilaian akhir dilakukan dengan sidang pleno;

e. pengambilan keputusan dalam sidang p.eno
penilaian  Angka  Kredit dilakuxan  cengan
musyawarah untuk mufakat;

f.  dalam hal tidak tercapai musyawarak ntuk
mufakat, pengambilan kepuzusan dilaxukan melalui
pemungutan suara terbaryak; dan

g. sidang penilaian Angka Kredit harus dihad:iri paling
sedikit 2/3 (dua pertiga) der: jumlah anggota Tim
Peni’ai.

Ezsil perilaian Angka Kredit dimuat dalam berita acara

PAK yang ditandatangeni oleh selaruh anggota Tim

Perilai yang hadir.

Berkas berita acara PAK diserehkan kepada Direktur

Jenderal Kependudukan dan Pencatezan Sipil untuk Tim

Perilai pusat, gubernur tntuk Tim Penilai instansi dan

bupati/wali kota untuk Tim Penilai kabupaten, <ota

sebagai dasar penetapan keputusan PAK.

Keputusan PAK bersifat final dan ditandatangani oleh

Dirsktur Jenderal Kependuduken dzn Pencatatan Sipil

un-uk Tim Penilai pusat, gubernur untuk Tim Penilai

irstansi dan Dbupati/weli kota untuk Tim Penilai
kabupaten/kota.

Keputusan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

yaitu:

a. untuk Jabatan Fungsiona. Operator SIAK vang
dinilai oleh Tim Penila: pusaz, asl: disampaikan

kepada Kepala Badan Kepegawa:an Negara; dan
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b. untuk Jabatan Fungsional Operatcr SIAK rang
dinilai oleh Tim Penilai instansi dan
kabupaten/kota, asli disampaikan kepada kepala
badan kepegawaian daerah; can

c. temtusan disampaiken kepada:

1. pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
2 ketua Tim Penilai;

3. Operator SIAK yang dini.ai; can

4. pejabat lainnya yang dianggep perlu.

Pasal 12

(1) Unsur dan sub unsur kegiatan -ugas jabatan Operator
SIAK pusat, instansi, dan kabupaten/kota yang capat
din-lai Angka Kreditnya berpedoman pada peratiran
bacan yang membidangi kepegawaian negara mengenai
petanjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional
Operator SIAK.

(2) Argka Kredit pada unsur dar sub unsur kegatan
diberikan kepada:

a. pemangku Jabatan Fungsioral Operator SIAK sesuai
dengan jenjang jabatan dan tugas pckok; dan/arau

t. jabatan setingkat lebih zinggi atau setingkat .ebih
rendah yang telah dilaksanakan berdasarkan surat
perintah.

(3) Pelaksanaan unsur dan sub unsur egiatan yang -idak
disertai dengan bukti pelaksanaean kegiatan, tidak capat
dizerikar. Angka Kredit.

(4) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap kegiatan
untuk pengisian DUPAK dalam sidang, berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
cen Reformasi Birokrasi mengenai Jabazan Fungsional

Operator SIAK.

Pasal 13
Tata cara penilaian dan PAK meliputi:
a. Operator SIAK mengajukan DUPAK dan Derkas

pendukung kepada atasan langsur.g:
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setelah disetujui atasan langsurg, DUPAK dan berkas
endukung dikembalikan kepada Operatcr SIAK;
Cperator SIAK mengajukan DUPAK dan berkas
perndukung kepada pejabat pengusul PAK melalui
pimpinan unit kerja;
pejabat pengusul PAK mengajukan DUPAK dan berkas
perndukung kepada Pejabat Yang 3erwenang menetagkan
Angka Kredit sesuai;
Pejabat Yang Berwenang menetapkan Angka Kredit
menyerahkan DUPAK dan bterkas »pendukung kepada
sekretariat Tim Penilai;
szkretariat Tim Penilai memproses setiap DUFAK yang
diterima, can selanjutnya diserahxan kepada Tim Pemnilai;
Tim Penilai melakukan penilaian terhadapr Angka Kredit
yarng diajukan pada setiap DUPAK sesuai ketentuan
proses perilaian;
Tim Penilai melakukan sidang oen:iaian Angka Kredit
urtuk menyusun berita acara FAK sebagai nasil
penilaian akhir;
Tim Penilai menyampaikan berita acara PAK kepada
sekretariat Tim Penilai untuk penyiapan PAK dan
selanjutnya disampaikan kepada pimpinan instansi
masing-masing; dan
FAK disampaikan kepada Kepa.a Badan Kepegawaian
Negara/deerah atau kepala kantcr regional 3adan
Kepegawaian Negara, dengan emzusan disampaixan
kepada:
1. pimpinan unit kerja yang bersangkutan;

Z. Ketua Tim Penilai;

oY)

Operator SIAK yang dinilai;
4. Pejabat Yang Berwenang menetapkan Angka K-redit;

dan

o

pejabat lainnya yang diarggep perlu.



(1)

- 15 -

BAB III
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 14

Pergembangan kompetensi Jabatan Fungsional Operator
SIAK meliputi:
a  pendidikan dan pelatihan perjenjangan:

1. Diklat Operator SIAK terampil;

2. Diklat Operator SIAK maxir; dan

3. Diklat Operator SIAK pervelia.
b. pendidikan dan pelat:han teknis.
Pergembangan kompetensi lainnya meliputi:

seminar;

a.
k. lokakarya/workshop;

c. bimbingan teknis;

d. pembelajaran elektronik (e-learming);
e. pembelajaran jarak jauh;

f.  pelatihan dalam jabatan;

g. pembekalan/orientasi tugas; can

k. pendalaman tugas.

Pasal 15
Pendidikan dan pelatihen pembsntukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, diperur-ikan
bagi:
a. PNS yang diangkat dalam fcrmasi Jabatan

Fungsional atau pengangkatan pertama;

E. PNS yang alih jabatan;
c. PNS yang disesuaikan atau inpassing; dan
d. PNS yang promosi.
Pendidikan dan pelatihan pen enjangan sebagaiména
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, diperuntukan
bagi:
a. Operator SIAK terampil;
b. Operator SIAK mabhir; dan
c. Operator SIAK penyelia.
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Perdidikan dan pelatihan teknis sebagaimana cima=zsud
dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, diperuntukar bagi
Jabatan Fungsional Operator SIAZ yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan rperatuaran

perundang-undangan.

Pasal 16

Pengembangan kompetensi Jabatan “ungsional Operator
SIAK melalui pelatihan dan perdidikan sebagairzana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (.), ciselenggarakan oleh
Badan Pengembangan Sumber Daya  Marusia
Kementerian Dalam Negeri, badan pengembangan
sumber daya manusia provinsi, badan pengembangan
sumber daya manusia kabupaten/xota atau sebutan
lain.

Fengembangan kompetensi Jabatan rungsional Operator
SIAK sebagaimana dimaksud delam Pasal 14 ayat (2),
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kependudikan
dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Provinsi dan
Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksuc nada
ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Menteri mengenai Sistem Pengembangan
Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Komptersi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemeratah

Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai:

a.

b.

materi pengembangan; dan
teraga pengajar dalam penyelenggzaraan pengemkbteangan

kompetensi Jabatan Fungsional Operator SIAK,

berpedcman pada ketentuan peraturan perundang-undeargan.
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Pasal 18

Jaczatan Fungsional Operator SIAK yang elah
melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagairana
dimmaksuc dalam Pasal 14 aya: (I, huruf a, berhak
mempero.eh sertifikat yang diterbitkan oleh Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian
Dalam Negeri, badan pengembangan sumber zaya
manusia provinsi, badan pengembangan sumber <Zaya
manusia kabupaten/kota atau sebuten lain.

Jabatan Fungsional Operator SIAK yang elah
me.aksanakan pengembangan kcmpetensi Jabatan
Fangs:onal Operator SIAK sebagaimana dimaksud <zlam
Pasal 14 ayat (2), berhak memperoleh sertifikat la:rnya
yarg merupakan bukti telan  mengikuti enis
pergembangan kompetensi yang tidax mensyaratkan uji
kompetensi yang diterbitkan oleh Direktorat Jezceral
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disdukzapil

Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Xota.

Pasal 19
Analisis xebutuhan pengembangan =zompetensi Jasatan
Fungsional Operator SIAK, memenuhi unsur:
a. klas:fikasi pendidikan sumzer daya aparatur vang
ada di wilayah tersebut; dan
b. sumber daya aparatur yang pernah mengkuti
pelatihan dan pengembangan dan bimbingan teknis.
Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berrZjuan
untuk pemerataan dan peningkatan ‘enjang Jakatan

Fungsicnal Operator SIAK.
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BAB IV
PENDANAAN

Pasal 20
(1) Pendanaan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai dan
perngembangan kompetensi Jabatan Fungsional Operator
SIAK, bersumber dari:
a. anggaran pendapatar dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
dan
c. anggaran pendapatan can  belanja  daerah
kabupaten/kota.
(2) Selain pendanaan sebagaimana cimaksud pada ayar (1),
dapat dibebankan pada sumber :ain yang sah dan zidak

mengikat.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUZ

Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tazggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatarnya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ¢ November 2029
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